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Salam ProdIP News
Memaknai Semangat Hardiknas

Asist. Prof SaTap?)l Roengtam (Khon Kaen University)
bersama Kaprodi IP UMM pada acara kuliah tamu

dengan Berjejaring di Era MEA

Pembaca Prodip News Edisi 2 2016 yang budiman. Pada
salam edisi kali ini bertepatan dengan momen istimewa Hari
Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang kita peringati pada
tanggal 2 Mei di setiap tahunnya. Tentunya tidak sekedar
mengikuti prosesi upacara, melainkan hal terpenting adalah
mewarnai spirit Hardiknas dengan aktualisasi kegiatan yang
nyata dan memberikan pengaruh positif dan signifikan bagi
dunia pendidikan Indonesia. Berkaitan dengan momen tersebut
seluruh rangkaian kegiatan Program Studi I[lmu Pemerintahan
UMM (IP-UMM) juga merupakan bentuk nyata pemaknaan
Hardiknas. Terdapat beberapa kegiatan [P UMM dalam 3 bulan
terakhir ini yang didasarkan pada semangat berjejaring dengan
beberapa lembaga pemangku kepentingan terkait dalam rangka
membumikan peran perguruan tinggi yang nyata.

Kuliah Tamu “Strengthening Governance in the
Implementations of Asean Economic Community (AEC)”
dengan mendatangkan pembicara dari Khon Kaen University of
Thailand merupakan bentuk nyata spirit networking dalam
kancah ASEAN. Berikutnya Lokakarya SAP yang juga
melibatkan beberapa stakeholders terkait dalam rangka

Government Science Activities

memperkokoh eksistensi I[lmu
Pemerintahan. Tidak hanya itu,
langkah pro aktif dalam melakukan
perjalanan kunjungan dengan
beberapa lembaga tingkat nasional
merupakan bentuk nyata pemaknaan
atas dunia pendidikan nasional.

Edisi Prodipnews kali ini
memberikan halaman spesial pada
kolom catatan perjalanan study
excercusie 2016, selain itu terdapat 7
beberapa catatan terkait inter-national &
exposure 1P UMM dengan “Heyikurnia Hardini, MA.Gov
menghadirkan beberapa tenaga (Kaprodi IP UMM)
pengajar internasional pada semester Genap 2015-2016. Semoga
seluruh kegiatan yang kami rangkum pada buletin yang ada
ditangan pembaca dapat berkontribusi pada gemilangnya dunia
pendidikan nasional Indonesia dan selamat membaca. (hkh)

* Pengarah Redaksi,
dan Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UMM.

Berjejaring Membangun Kerjasama Akademik
dengan Khon Kaen University

Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah
Malang (UMM) melaksanakan
Guest Lecturer yang
menghadirkan Assist. Prof.
Sataporn Roengtam, Ph.D
. (Chairman of Executive for
Bachelor Degree of Public
8 Administration, Faculty of
Humanities and Social
Science, Khon Kaen
University, Thailand). Tema
yang diangkat dalam acara
tersebut adalah “Strengthening Governance in the Implementations
of Asean Economic Community (AEC)”. Dr. Asep Nurjaman, M.Si
selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik membuka secara
resmi acara tersebut. Dalam sambutannya ia mengatakan bahwa “Isu
mengenai hadirnya pasar bebas di kancah ASEAN atau yang lebih
populer dengan Masyarakat Ekonomi Asean (Asean Economic
Community) selalu mengundang perhatian banyak kalangan dari
berbagai Negara ASEAN, termasuk Indonesia. Kegesitan
pemerintah pusat dan daerah dalam merespon pasar bebas
mengharuskan banyak akademisi menjadi lebih responsif dalam
rangka menguatkan Negara”.

Penguatan  negara, termasuk penguatan daerah dalam

bingkai kesatuan negara kesatuan Republik indonesia yaitu dengan
memelihara, menjaga dan mempertahankan kedaulatan NKRI
dengan memadukan strategi sosial-ekonomi dan pelestarian
lingkungan hidup. Strategi sosial-ekonomi dengan orientasi pokok
mewujudkan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat oleh
pemerintah daerah harus mampu menjadi pemacu perkembangan
ekonomi regional yang meliputi sarana dan prasarana, dan
perkembangan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi nasional.
Mobilisasi dukungan berbagai pihak (public and private sector) guna
mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan mendorong
pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu rintisan dalam menghadapi
Masyarakat Ekonomi Asean.

Pelaksanaan Guest Lecturer dimaksudkan untuk membidik
pelaksanaan pemerintahan Indonesia dan Thailand dalam
menghadapi Asean Economic Community. Belajar dari implementasi
pemerintah Thailand yang telah dipaparkan oleh Assist. Prof.
Sataporn Roengtam, Ph.D bahwa terdapat tiga bagian administrasi
pemerintahan di Thailand, yaitu: Pemerintah Pusat (Bangkok),
Pemerintah Daerah (berada di Provinsi), yang terdiri dari Pemerintah
Provinsi, Kota dan Kecamatan (Tambol). Pemerintah Pusat terdiri
dari Eksekutif yang dibantu oleh 20 Kementrian yang mempunyai
kewenangan dalam membuat kebijakan dan melaksanakan kebijakan
tersebut, membuat regulasi, kontrol terhadap pemerintah daerah dan
mengawasi kinerja pemerintah daerah. Sedangkan di pusaran
Pemerintah Daerah, pemerintahan dipimpin oleh seorang Gubernur
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dan di wilayah kabupaten dipimpin oleh Sherriff. Pemerintah daerah
mempunyai kewenangan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah
pusat, dan dapat membuat peraturan daerah (tidak wajib).

Pemerintahan Thailand sudah lebih dahulu menerapkan
Desentralisasi daripada Indonesia. Dalam perjalanannya Thailand
masih mengalami berbagai permasalahan yang kurang lebih sama
dengan permasalahan Desentralisasi di Indonesia. Pelaksanaan
kebijakan Desentralisasi Thailand dilakukan secara bertahap sedangkan
di Indonesia dilaksanakan sekaligus. Misalkan terdapat beberapa
kebijakan di Thailand, maka negara melakukannya secara bertahap.
Berbeda dengan Thailand, Indonesia memilih melaksanakan kebijakan
tersebut sekaligus atau secara serentak.

Konteks Thailand mengajarkan kepada kita bahwa sistem
pemerintahan dalam melaksanakan otonomi daerah tidak jauh berbeda
dengan Indonesia. Skema desentralisasi dalam pemerintahan Thailand
digunakan sebagai alat Negara dalam membangun sinergitas pemerintah
pusat dan daerah. Hal ini diterapkan karena sitem Desentralisasi
dianggap lebih efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan publik.
Transfer kewenangan dari pemerintah pusat terhadap daerah dan
beberapa organisasi di daerah adalah manifestasi dalam pelaksanaan
pemerintahan yang efektif dan efisien. Desentralisasi sebagai salah satu
agenda reformasi datang dari dalam negeri namun ia juga masuk dalam
kerangka global. Kepentingan global menjadi bagian atau berjalan
beriringan dengan kepentingan dalam negeri sepanjang desentralisasi

Jajaran Dosen IP UMM beserta para stakeholders dalam acara Lokakarya SAP

Seiring dengan perkembangan jaman dan tuntutan demokratisasi yang
tidak terelakkan lagi, tugas-tugas pemerintahan menjadi semakin berat dan
kompleks. Oleh karena itu untuk mendukung tugas-tugas pemerintah yang
sangat berat dan kompleks tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia
cerdas, amanah, terampil, dan professional, yang mampu menangani
masalah-masalah tersebut. Oleh karenanya Program Studi Ilmu
Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang menyelenggarakan
Workshop dan Lokakarya Satuan Acara Perkuliahan (SAP) pada tanggal 13-
14 Mei 2016 yang bertempat di Ruang Sidang Fakultas Ekonomik dan Bisnis
GKB II Universitas Muhammadiyah Malang. Pelaksanaan Workshop dan
Lokakarya tersebut melibatkan seluruh Staff Pengajar (Dosen) di lingkungan
Program Studi Ilmu Pemerintahan dan turut hadir beberapa Stakeholder yang
merupakan Praktisi Pemerintahan untuk merumuskan kembali Satuan Acara
Perkuliahan agar sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pasar.

Dalam perkembangannya, Program Studi Ilmu Pemerintahan tidak
hanya diarahkan pada penyediaan sarjana-sarjana yang akan mengisi jabatan
pemerintahan saja, melainkan terbuka untuk jabatan di luar pemerintahan,
seperti misalnya di dunia politik (partai politik), LSM (Lembaga Swadaya
Masyarakat, swasta (perusahaan) maupun di dunia jurnalistik (wartawan)
dan sektor swasta. Disamping itu penerapan desentralisasi dan otonomi

Kunjungan Pada Kedutaan Besar
Amerika: Kuliah dan Fasilitasi Peluang
Internship Bagi Mahasiswa

Pada tanggal 3 Maret 2016 Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Malang melaksanakan kunjungan (Study
Excursie) ke Gedung Annex-Kedutaan Besar Amerika Serikat. Sebanyak 50
orang mahasiswa [lmu Pemerintahan dan di dampingi oleh dua dosen dari
jurusan Ilmu Pemerintahan yaitu Hevi Kurnia Hardini MA, Gov dan M.
Kamil, MA bertujuan membangun relasi antara [P UMM dengan Kedutaan
Besar Amerika Serikat yang berada di Jakarta. Pada kesempatan tersebut
kami membawa misi yang ingin kami sampaikan melalui tema “Mengenal
Lebih Dekat Amerika Serikat Sebagai Mitra Diplomatik Stretegis

tidak akan menutup pasar Indonesia bagi investor-investor asing di
kemudian hari. Lokalisme juga ada peranannya dan ketegangan, tarik-
ulur dan konflik yang muncul di antara neo-liberalisme dan lokalisme
harus diakui adanya dan mempengaruhi penerapan desentralisasi.

Jika kita lihat konteks kesejarahan dan perubahan politik
kontemporer tersebut, kebijakan desentralisasi yang ada adalah
desentralisasi dimana anggota parlemen daerah dipilih langsung oleh
rakyat, sementara penguasa eksekutif diangkat dari pusat (Departemen
Dalam Negeri). Perubahan politik di Thailand pada tahun 1980an
membuka pintu bagi politisi sipil di tingkat provinsi dan nasional, maka
tidak heran jika terjadi politik kekerasan mewarnai perubahan politik
dan politik parlementer. Naiknya PM Thaksin juga memperkuat
kembali posisi Bangkok dalam berhubungan dengan daerah di
Thailand. Gejala-gejala re-sentralisasi muncul belakangan dengan
berubahnya peta politik dan konfigurasi elit politik nasional di Thailand
yang pada akhirnya desentralisasi Thaksin mengadapi ketidakpastian
kemana arahnya.

Thailand memilih desentralisasi dengan gaya ia sendiri yang
diterapkan secara bertahap hingga 2010. Pilihan ini didasarkan pada
kenyataan secara historis dan struktural, kebijakan sentralisasi adalah
hal yang sudah diterapkan sejak jaman raja Chulalongkorn berkuasa di
akhir bad ke-19. Sentralisasi dibutuhkan sebagai bagian dari cara
pemerintah pusat di Bangkok untuk mengontrol kekuasaannya hingga
ke penjuru Thailand, termasuk di Nakhon Si Thammarat (kml).

Lokakarya SAP IP UMM Memperkokoh Jati Diri llmu Pemerintahan
» .

daerah telah memberikan kesempatan bagi setiap daerah untuk mengatur dan
menyelenggarakan pemerintahannya sendiri sesuai dengan prakarsa dan
aspirasi masyarakat setempat. Oleh karena itu maka setiap daerah akan
semakin banyak membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya
terampil, namun juga memiliki akhlak yang mulia, serta ditunjang dengan
kapasitas dan kualitas keilmuan yang tinggi di bidang politik dan
pemerintahan daerah.

Untuk menjawab kebutuhan daerah akan ketersediaan sumber daya
manusia, yang terampil dan berkualitas dalam rangka mewujudkan
kehidupan politik dan pemerintahan yang demokratis di daerah, maka
Program Studi Ilmu Pemerintahan melakukan revisi kurikulum 2015 yang
disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah dalam menghadapi Masyarakat
Ekonomi Asean (MEA). Revisi ini dilakukan untuk menjawab tuntutan
pemerintah terhadap ketentuan kurikulum berbasis KKNI. Kurikulum KKNI
yang mengedepankan capaian pembelajaran lulusan diharapkan dapat
memberikan bekal kompetensi lulusan. Tidak hanya itu, upaya ini juga
dimaksudkan untuk menyeragamkan dengan kesepakatan APSIPI (Asosiasi
Program Studi I[lmu Pemerintahan se-Indonesia) yang berdiri pada tahun 2014
dan menghasilkan kesepakatan untuk menetapkan kurikulum Nasional
sebanyak 19 mata kuliah. Oleh karena itu, Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP-UMM merubah visi kurikulum dari Strengthening local gonvernance
menjadi Effective Government merupakan upaya Program studi Ilmu
Pemerintahan untuk menguatkan pemerintah dalam menghadapi tantangan
globalisasi dalam meningkatkan kerjasama regional maupun internasional.

Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menuntut pemerintah untuk
selalu sigap dalam memperkokoh potensi-potensi prioritas agar mampu
bersaing dengan Negara Asean lainnya. Penguatan dalam bidang pariwisata
dan UMKM di berbagai daerah menjadi prioritas utama pemerintah. Tidak
hanya pemerintah yang mempunyai tugas untuk membentengi kebutuhan
dasar dalam menghadapi MEA di kancah Asean, akan tetapi Program Studi
Ilmu Pemerintahan juga mempunyai tugas di dalam mengembangkan
keilmuan dan mendidik mahasiswa dalam menghadapi MEA. Amunisi
melalui keilmuan dan bekal keterampilan, mahasiswa diajak untuk turut
berkontribusi terhadap Negara dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi
Asean (kml).

Mahasiswa [P UMM Berpose Deng,an Pejabat Kedutaan Besar Amerika
Setelah Kuliah Politik Amerika dan Peluang Internship
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Indonesia”. Harapannya dengan membawa tema tersebut kami
mahasiswa I[P UMM dapat Memahami fungsi, tugas dan wewenang dari
Kedutaan Besar Amerika Serikat serta dapat mengetahui sistem
pemerintahan yang Amerika Serikat.

Kunjungan [P UMM disambut dengan baik oleh staff yang bertugas di
US Embassy. Meskipun kami harus melalui pemeriksaan prosedural
sesuai dengan ketentuan standar pada US Embassy apabila ada orang
asing atau bukan pegawai yang melakukan kunjungan. Sebelum masuk ke
dalam Kedutaan Besar Amerika Serikat para peserta kunjungan harus
melewati penjagaan yang ketat dari penjaga gedung tersebut, mulai dari
penggecekan barang bawaan termasuk rokok, handphone dan kamera
dilarang dibawa masuk sampai pemeriksaan dengan metal detector juga
harus dilalui, hal ini dilakukan untuk keamanan dan kenyaman selama
melakukan kunjungan.

Proses pemeriksaan tersebut dapat dikatakan cukup rumit karena
setiap orang diperiksa satu persatu dengan detail. Hal tersebut dilakukan
karena tingkat keamaanan sangat dijunjung tinggi. Tepat pukul 13.30 WIB
kami memasuki ruangan yang terletak pada lantai 8. Ruangan tersebut
merupakan auditorium umum My America yang tergabung dalam
perpustakaan US Embassy dan diterima oleh Ibu Okti Sinaga, Ibu Ade
Farida dan Bapak Putra. Pada sesi pertama ini disampaikan langsung oleh
Ibu Okti Sinaga pada sesi itu kami diberikan wawasan mengenai cara-cara
untuk mengakses segala informasi terkait dengan US atau US Embassy
melalui website. Kurang lebih terdapat sekitar 5 website diantaranya My
America, YSEALI, American Corner, E-journal dan masih banyak lagi.
Selain menjelaskan tentang Beasiswa, ibu Okti juga menjelaskan
bahwasanya Kedutaan AS memiliki Ambassador yang berada di

Kementerian
Hukum dan Hak
Asasi Manusia
merupakan
kementerian yang
membidangi urusan
Hukum dan Hak
Asasi Manusia yang
bertanggung jawab
kepada Presiden. Badan ini dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dan
sudah beberapa kali melakukan pergantian nama, diantaranya Departemen
Kehakiman (1945-1999), Departemen Hukum dan Perundang-undangan
(1999-2001), Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2001-
2004), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004-2009) dan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2009-sekarang).
Kementerian ini beralamat di Sekretariat Jenderal Jalan HR. Rasuna Said
Kayv. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan.

Dalam konteks MEA, peran dari lembaga ini sangat vital. Hal
ini dikarenakan banyak urusan keimigrasian yang dilakukan. MEA
merupakan bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang mana terdapat sistem
perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. MEA memiliki
beberapa bidang profesi yang bermutu di kawasan ASEAN, diantaranya:
Akuntan, Insinyur, Tenaga Survei, Arsitek, Keperawatan, Dokter, Perawat
Gigi dan Tenaga Pariwisata. Bidang-bidang inilah yang sangat berperan
dalam menyukseskan MEA. Dalam melaksanakan perannya bidang-
bidang ini harus memiliki bukti sertifikasi yang menerangkan bahwa
bidang tersebut sudah memiliki keahlian sesuai bidangnya. MEA memiliki
tiga Pilar yang berhasil dibentuk sebagaimana tertuang dalam Master Plan
of ASEAN Connectivity diantaranya: pertama, Komunitas Politik dan
Keamanan ASEAN. Dilihat secara historis, kita adalah pendiri ASEAN
sebagaimana kita lihat dalam sejarah tebentuknya MEA itu sendiri
sehingga secara politis kita memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap
negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan dilihat secara militer
yang telah disegani oleh beberapa negara di dunia ini, kita masih yang
terkuat di dalam ASEAN dengan prajurit yang tangguh didukung oleh
alutsista yang memadai. Kedua, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Secara
ekonomi, pertumbuhan ekonomi di negara kita masih stabil dan dalam segi
produk UKM kita memiliki daya saing yang cukup bagus. Ketiga,
Komunitas Sosial Budaya. Negara kita memiliki jumlah SDM yang
meningkat dan memiliki kebudayaan yang banyak di antara negara-negara
di ASEAN. Penjelasan di atas membuktikan bahwa dengan tiga pilar yang
ada, Indonesia mampu bersaing di negara ASEAN, jadi negara kita sudah
siap dengan apa yang akan dihadapi di era MEA nantinya.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bidang

Mahasiswa IP UMM Memperoleh Penjelasan atas Strategi Dirjen.
Imigrasi Kemenkumham dalam menghadapi MEA
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Indonesia, beliau bernama Robert O. Blake Jr. yang tiba pada 21 November
2013 di Jakarta dan disajikan surat kepercayaan kepada Presiden
Yudhoyono pada 30 Januari 2014. Sebelumnya, Duta Besar Blake
menjabat sebagai Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Asia Selatan
dan Tengah 2009-2013 . Dia juga menjabat sebagai Duta Besar untuk
Republik Demokratik Sosialis Sri Lanka dan Republik Maladewa dari
tahun 2006 hingga 2009. Sebelum itu, Duta Besar Blake bertugas di India,
Tunisia, Aljazair, Mesir, dan Nigeria serta memegang beberapa posisi di
Negara Departemen di Washington DC. Dia menerima B.A. dari Harvard
College dan M.A. dari John Hopkins School of Advanced International
Studies. Setelah beberapa menit ibu Okti menjelaskan tentang banyak hal
mengenai Amerika Serikat dan Kedutaan Amerika Serikat, tibalah
narasumber yang kedua yaitu Ms. Holly yang juga merupakan staf di
Kedutaan Besar Amerika Serikat, beliau juga menjelaskan banyak hal
mengenai tata kelola dan sistem pemerintahan di negara Adi Daya tersebut,
selain hanya itu, kita membandingkan pula bagaimana pemerintahan di
Indonesia dan di Amerika Serikat.

Sedangkan sesi kedua yang dipandu oleh Putra salah satu staff US
Embassy pada bagian YSEALI promotion. Sesi ini memberikan berbagai
informasi seputar YSEALI yang merupakan sebuah wadah untuk
menampung anak muda di Asia Tenggara yang memiliki inisiatif tinggi
dalam beberapa hal misalnya kepemimpinan, pendidikan, budaya dan
kemaritiman. Selain itu kami juga diajak untuk bergabung dengan YSEALI
melalui website dan menjadi membernya. Bagi kami (mahasiswa IP
UMM), perjalanan Study Excursie ke Kedutaan Besar Amerika ini sangat
memberikan pengalaman yang begitu berkesan dan berharga sebagai bekal
pengalaman meniti masa depan. [ ]

Berjejaring Menghadapi MEA:
Belajar pada Kementerian Hukum dan HAM

keimigrasian merupakan hal awal lalu lintas orang yang masuk atau keluar
wilayah Indonesia. Pada konteks pengawasan, Kementerian ini menjaga
tegaknya kedaulatan dalam sebuah negara (Pasal 1 angka 1 UU 6/2011) dan
memiliki fungsi sebagai bagian dari urusan pemerintahan negara dalam
memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara,
dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat ( Pasal 1
angka 3 UU 6/2011). Tindakan yang dilakukan adalah Administratif
Keimigrasian. Dalam hal ini pejabat imigrasi berwenang melakukan
tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di
wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga
membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati
atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan. Sedangkan bentuk
pengawasan keimigrasian dalam pasal 66 yaitu pengawasan terhadap WNI
yang berupa permohonan dokumen perjalanan, keluar masuk wilayah RI, di
luar wilayah RI. Selain itu untuk pengawasan terhadap orang asing berupa
keluar masuk wilayah RI, keberadaan di Indonesia dan kegiatan di
Indonesia.

Hal-hal yang dilakukan pihak Imigrasi untuk pengawasan WNI
sesuai Pasal 67 Ayat meliputi, pertama Pengumpulan, pengolahan, serta
penyajian data dan informasi. Kedua, pengambilan foto dan sidik jari.
Ketiga, penyusunan daftar nama WNI yang dikenai pencegahan ke luar
negeri. Keempat, pemantauan terhadap setiap WNI yang memohon
dokumen perjalanan, keluar/masuk wilayah RI dan yang berada di luar
wilayah RI. Selanjutnya hal-hal yang dilakukan pihak Imigrasi untuk
pengawasan Orang Asing sesuai pasal 68 ayat 1 meliputi, pertama,
pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi. Kedua,
kegiatan lain yang dapat dipertanggung jawabkan. Kefiga, penyusunan
daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan.
Keempat, pengambilan foto dan sidik jari. Terakhir, pengawasan terhadap
keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah RI. Tantangan yang
dihadapi dalam pengawasan keimigrasian di era MEA biasanya berupa
perdagangan narkotika, perdagangan orang, penyelundupan manusia,
korupsi dan pencucian uang serta terorisme. Hal ini berawal dari keluar
masuknya orang-orang di negara Indonesia yang lemah akan pengawasan
oleh pihak Imigrasi itu sendiri. Selain itu tantangan yang akan dihadapi
berupa peningkatan pelanggaran keimigrasian dan terganggunya ketertiban
umum pengaruh budaya yang dibawa orang asing. Pihak keimigrasian
memiliki Target Penegakan Hukum Keimigrasian yang berupa peningkatan
pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian; peningkatan
pelaksanaan penyidikan dan penyelesaian kasus tindak pidana keimigrasian;
terselenggaranya pengawasan keimigrasian di perwakilan Republik
Indonesia dan tempat lainnya di luar negeri yang terdapat pejabat imigrasi;
sedangkan yang terakhir adalah terselenggaranya penegakan hukum
keimigrasian di wilayah Indonesia. []
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SDM Kreatif, Strategi Menghadapi MEA a la
Kementrian Luar Negeri Rl

Kunjungan Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM ke
Kementrian Luar Negeri RI merupakan suatu kesempatan yang langka.
Dalam kesibukan mengurus pemerintahan, tidak semua masyarakat yang
hendak berkunjung diterima dengan mudah. Perlu menyesuaikan dengan
waktu pejabat Kemenlu untuk bertatap muka dan berdiskusi langsung dengan
metode Focus Group Discussion (FGD) dengan mengusung tema “Kesiapan
Kemenlu di Era MEA”. Pada era Masyarakat Ekonomi Asean merupakan
peluang yang sangat bagus bagi Indonesia untuk memperkenalkan potensi-
potensi yang dimiliki oleh Indonesia.

Pak Arif Suditomo merupakan salah satu Narasumber yang
diundang secara khusus oleh Kemenlu untuk memberikan motivasi kepada
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan agar menjadi bagian bagian dalam
memperkuat Indonesia di era Masyarakat Ekonomi Asean. Dalam
pemaparannya, ia menegaskan bahwa tidak hanya masyarakat pelaku usaha
yang harus berada di garda depan dalam bersaing dengan negara-negara
Asean, akan tetapi Mahasiswa melalui Perguruan Tinggi (Negeri atau
Swasta) juga mempunyai tanggungjawab penuh dalam menghadapinya.
Bekal intelektual yang di miliki oleh mahasiswa sebenarnya merupakan
pembuka utama penguatan pelaku usaha. Misalnya dengan karya tulis

dengan pengembangan
keilmuan di bidang
tertentu yang nantinya
akan diperkenalkan di
kancah Asean dan dunia
Internasional akan
membuat Indonesia lebih di kenal dan lebih dihargai.

Selain itu, Indonesia juga cukup memiliki kekuatan di berbagai
sektor, diantaranya engineering (teknisi), perawat, kepariwisataan dan
arsitektur. Empat bidang itulah, Indonesia memiliki peluang yang sangat
bagus dimana tenaga kerja di bidang tersebut akan diakui kualitasnya hingga
ke luar negeri, dan tidak hanya itu SDM perlu ditingkatkan kembali agar
mampung bersaing di Manca Negara. Suatu kebanggaan tersendiri ketika
Indonesia mempunyai pengusaha muda yang membuat yang terus berkarya
dengan produk unggulan dalam negeri. Untuk menggugah semangat
Mahasiswa [P UMM, sesekali Pak Arif memberikan kisah Inspiratif yang
benar-benar nyata perihal perjuangan beberapa pengusaha yang selalu
berkreasi dalam bidang kerajianan.

Kil?jungan Mahasiswa IP UMM pada Dirjen.
Kerjasama ASEAN Kemenlu RI

B Perkuat Kemampuan Bahasa Inggris Mahasiswa,

Era MEA merupakan
pelecut tersendiri bagi
dunia perdidikan
tinggi Indonesia,
seluruh tujuan
bermuara pada
penyiapan peserta
didik dan lulusan supaya dapat berperan aktif dalam kancah
masyarakat ekonomi ASEAN. Hal ini tentunya dimaknai
oleh IP UMM sebagai langkah strategis untuk melakukan
international exposure kepada mahasiswa secara
komprehensif dan terintegrasi pada seluruh kegiatan belajar
dan mengajar baik dalam kegiatan formal maupun informal. Dengan
menggandeng keberadaan IRO UMM dan AEISEC UMM ketiga tenaga
pengajar asing hadir menjadi bagian penting dalam peningkatan skill
berbahasa Inggris pada mahasiswa. Robert Moisa merupakan pengajar Asing
yang berasal dari Romania pada semester ini mengajar Kelas Hubungan
Pemerintah Pusat dan Daerah untuk semester IV. Selain itu, Lara Titan
pengajar yang berasal dari Filipina yang mana kehadirannya merupakan
bentuk nyata terlaksananya MEA ini mengajar mata Urban Politics pada
semester VI dan Pengantar Ilmu Pemerintahan pada Semester II. Kedua

Catatan Perjalanan Study Exercusie 2016

Menjelajahi sejarah
asal muasal berdirinya Bank
Indonesia memang begitu
mengesankan. Khas
arsitektur gedungnya yang
masih menggunakan
bangunan lama a /a Kolonial
Belanda tidak membuat
bosan untuk berada di
dalamnya. Museum Bank
Indonesia yang pada
mulanya merupakan sebuah
rumah sakit umum “Binnen Hospital” pada tahun 1828, dirubah fungsinya
menjadi tempat penyimpanan uang atau yang lebih familiar dengan sebutan
De Javashe Bank (DJB). Setelah 9 tahun kemerdekaan Indonesia, bangunan
DJB ditetapkan sebagai Bank Sentral Indonesia atau yang lebih dikenal
dengan Bank Indonesia (BI). Pada tahun 1962, pemerintah Indonesia
memindahkan BI ke tempat yang lebih strategis, sehingga bangunan Bank
Indonesia menjadi kosong. Kemudian pada tahun 2006 Gubernur Bank
Indonesia, Burhanuddin Abdullah memanfaatkan dan sekaligus
meresmikan bangunan Bank Indonesia lama menjadi Museum Bank
Indonesia sebagai sarana educations berbasis wisata.

Mahasiswa semester [V kuliah dengan
Robert Moisa dosen asal Romania
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Mahasiswa Belajar Sejarah BI dan Perjalanan
Kebijakan Moneter Indonesia pada Studio Museum BI

Mahasiswa semester VI kuliah dengan Lara Titan
dosen asal Filipina

IP UMM Hadirkan Tiga Pengajar Asing

interns-lecturer tersebut mengajar mahasiswa
dalam bentuk feam teaching dengan pengajar IP
UMM guna memastikan bahwa tujuan
perkuliahan tetap tersampaikan kepada
mahasiswa.

Selain itu, kegiatan Government English
Class (GEC) yang merupakan program
penguatan bahasa Inggris juga menghadirkan
Tomasz Gajc yang berasal dari Polandia untuk
mengajar Bahasa Inggris pada semester II dan
semester
VI, selain itu penyiapan kemampuan
bahasa Inggris bagi semester VI juga
dilengkapi dengan program Toefl
Preparation dengan bekerjasama
dengan KBA UMM serta kelas bahasa
Inggris dengan dosen Robert Moisa,
sehingga seluruh semester pada IP
UMM memperoleh program
penguatan bahasa Inggris []

Mahasiswa semester II kuliah dengan
Tomasz Gajc dosen asal Polandia

Museum Bank Indonesia (Bl) dan
Eksistensi Mata Uang di Indonesia

Sarana pembelajaran berbasis wisata yang diperuntukkan untuk
masyarakat umum ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan
pemahaman terhadap publik akan perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
Pengetahuan di Museum Bank Indonesia di desain dengan berbagai miniatur
yang informatif tentang perkembangan sejarah mata uang lama dan baru
berdasarkan tahun pembuatannya, kurs koin, pintu baja, koleksi uang dari
berbagai dunia, informsi sejarah, Bank tempo doeloe, karya — karya yang
seru dan lucu, ruang teater dan taman luas di tengah — tengah bangunan kuno.
Dengan berlandaskan keinginan untuk mencerdaskan bangsa melalui sarana
educations berbasis wisata, Dewan Gubernur Bank Indonesia perlu untuk
melestarikan Gedung BI sebagai tempat wisata yang edukatif. Pelestarian
gedung Bank Indonesia (BI) Kota tersebut sejalan dengan kebijakan
Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang telah mencanangkan
daerah Kota sebagai daerah pengembangan kota lama Jakarta. Bahkan, BI
diharapkan menjadi pelopor dari pemugaran atau revitalisasi gedung-gedung
bersejarah di daerah Kota.

Sejarah Bank Indonesia mengisyaratkan bahwa nilai rupiah harus
mempunyai eksistensi di mata Internasional. Sejarah mata uang rupiah
pertama kali diperkenalkan secara resmi pada waktu Pendudukan Jepang
sewaktu Perang Dunia ke-2, dengan nama Rupiah Hindia Belanda. Setelah
berakhirnya perang, Bank Jawa (Javasche Bank, selanjutnya menjadi Bank
Indonesia) memperkenalkan mata uang rupiah jawa sebagai pengganti.
Rupiah merupakan mata uang yang boleh ditukar dengan bebas tetapi
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didagangkan dengan pinalti disebabkan kadar inflasi yang tinggi. Mata Uang
Baru dalam sejarah nilai uang fungsi dan jenis jenis uang serta pembuatannya
ternyata mengalami banyak cerita dan sejarah yang panjang di negara
Indonesia.

Keadaan ekonomi di Indonesia pada awal kemerdekaan ditandai
dengan hiperinflasi akibat peredaran beberapa mata uang yang tidak
terkendali, sementara Pemerintah Republik Indonesia belum memiliki mata
uang. Terdapat tiga mata uang yang dinyatakan berlaku oleh pemerintah
Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945, yaitu mata uang Jepang,
mata uang Hindia Belanda, dan mata uang De Javasche Bank. Diantara ketiga
mata uang tersebut yang nilai tukarnya mengalami penurunan tajam adalah
mata uang Jepang. Peredarannya mencapai empat milyar sehingga mata uang
Jepang tersebut menjadi sumber hiperinflasi. Lapisan masyarakat yang
paling menderita adalah petani, karena merekalah yang paling banyak
menyimpan mata uang Jepang. Masa pendudukan Jepang telah

menghentikan kegiatan DJB dan perbankan Hindia Belanda untuk sementara
waktu. Kemudian masa revolusi tiba, Hindia Belanda mengalami dualisme
kekuasaan, antara Republik Indonesia (RI) dan Nederlandsche Indische Civil
Administrative (NICA). Perbankan pun terbagi dua, DJB dan bank-bank
Belanda di wilayah NICA sedangkan “Jajasan Poesat Bank Indonesia” dan
Bank Negara Indonesia di wilayah Republik Indonesia . Konferensi Meja
Bundar (KMB) 1949 mengakhiri konflik Indonesia dan Belanda, ditetapkan
kemudian DJB sebagai bank sentral bagi Republik Indonesia Serikat (RIS).
Status ini terus bertahan hingga masa kembalinya Republik Indonesia dalam
negara kesatuan. Berikutnya sebagai bangsa dan negara yang berdaulat,
Republik Indonesia menasionalisasi bank sentralnya. Maka sejak 1 Juli 1953
berubahlah DJB menjadi Bank Indonesia, bank sentral bagi Republik
Indonesia. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai tukar mata
uang rupiah jatuh hingga 35% dan dengan melemahnya mata vang rupiah
keadaan perekonomian di Indonesia menjadi menurun. []

Napak Tilas Kiprah Internasional Indonesia
Dengan Mengunjungi Museum Konferensi Asia Afrika

Indonesia mempunyai
semangat perdamaian
dengan bangsa-bangsa
lain. Semangat tersebut
selajan dengan yang telah
diamanatkan oleh
Undang-undang 1945
bahwa bangsa Indonesia
selayaknya menjunjung
tinggi perdamaian dunia.
Dalam rangka men-
jalankan perdamaian
antar bangsa tersebut,
usaha Indonesia
mendapat dukungan
penuh dari empat Negara Asia yang terdiri dari: India, Burma, srilanka, dan
Pakistan.yang pada akhirnya menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika
pada 18-24 April 1955 yang bertempat di Gedung Merdeka, Bandung yang
di koordinasi oleh Mentri Luar Negeri Indonesia. Museum Sejarah Politik
Luar Negeri Republik Indonesia ini digunakan sebagai ruang tata pameran
museum yang dibangun pada tahun 1940 oleh Arsitek A.F. Aalbers dengan
gaya arsitektur Moderism with Art Deco Influences. Sedangkan Gedung
Merdeka, dibangun untuk pertamakalinya pada tahun 1895 dan selanjutnya
secara berturut-turut pada tahun 1920 dan 1928 gedung tersebut direnovasi
kembali sehingga menjadi gedung dalam bentuknya yang sekarang.
Pembangunan gedung ini dirancang oleh dua arsitek berkebangsaan
Belanda bernama Van Gallen Last dan CP. Wolft Schoemaker, Profesor di
Techniche hogeschool atau ITB sekarang.

Museum ini diresmikan pada tanggal 24 April 1980 oleh Presiden
Soeharto dan bertepatan dengan peringatan 25 tahun Konferensi Asia —
Afrika. Museum tersebut dilestarikan dengan tujuan memberitahukan
terhadap public akan sejarah Asia-Afrika dikibarkan dan ditegakkan untuk
menciptakan kerjasama yang lebih baik. Kerja sama tersebut

Sejarah Politik dan Pemerintahan
Kota Tua Jakarta

Museum Fatahillah merupakan salah satu museum yang ada di
Jakarta, tepatnya di wilayah Kota Tua Jakarta. Museum Fatahillah pada
zaman dahulu merupakan Balai Kota Batavia VoC yang dibangun pada
tahun 1707-1710 atas perintah Gubernur Jendral Johan Van Hoorn.
Bangunan itu menyerupai di Amsterdam, terdiri atas bangunan utama
dengan dua sayap di bagian timur dan barat serta bangunan sanding yang
digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang-ruang bawah tanah
yang dipakai sebagai penjara. Pada 30 Maret 1974, gedung ini kemudian
diresmikan sebagai Museum Fatahillah.

Objek-objek yang dapat ditemui di museum ini antara lain
perjalanan sejarah Jakarta, replika peninggalan masa Tarumanegara dan
Pajajaran, hasil penggalian arkeologi di Jakarta, mebel antik mulai dari abad
ke-17 sampai 19, yang merupakan perpaduan dari gaya Eropa, Republik
Rakyat Tiongkok, dan Indonesia. Juga ada keramik, gerabah, dan batu
prasasti. Koleksi-koleksi ini terdapat di berbagai ruang, seperti Ruang
Prasejarah Jakarta, Ruang Tarumanegara, Ruang Jayakarta, Ruang
Fatahillah, Ruang Sultan Agung, dan Ruang Batavia. Selain itu, Terdapat
juga berbagai koleksi tentang kebudayaan Betawi, numismatik, dan becak.
Bahkan kini juga diletakkan patung Dewa Hermes (menurut mitologi
Yunani, merupakan dewa keberuntungan dan perlindungan bagi kaum
pedagang) yang tadinya terletak di perempatan Harmoni dan meriam Si
Jagur yang dianggap mempunyai kekuatan magis. Selain itu, di Museum
Fatahillah juga terdapat bekas penjara bawah tanah yang dulu sempat
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mengindikasikan agar masing-masing bangsa atau Negara dapat
mempromosikan kerjasama di bidang ekonomi, kebudayaan Asia-Afrika dan
melawan kolonialisme dan Neokolonialisme Amerika serikat dan Negara
imperialis lainnya. Kondisi tersebutlah yang menggalang Negara-negara
yang baru merdeka untuk menggalang persatuan dan mencari jalan keluar
demi meredakan ketegangan dunia dan memelihara perdamaian. Adapun
Tujuan pendirian museum KAA, di rumuskan, pertama, untuk menyajikan
peninggalan-peninggalan, informasi yang berkaitan dengan KAA, termasuk
latar belakang, perkembangan konferensi tersebut, sosial budaya, dan peran
bangsa-bangsa, Asia Afrika, khususnya bangsa Indonesia dalam percaturan
politik dan kehidupan dunia. KeduaMengumpulkan, mengolah, dan
menyajikan buku-buku, majalah, surat kabar, naskah, dokumen, dan
penerbian lainnya yang berisi uraian dan informasi mengenai kegiatan dan
peranan bangsa-bangsa Asia Afrika dan Negara-Negara berkembang dalam
percaturan politik dan kehidupan dunia serta sosial budaya Negara — Negara
tersebut

Beberapa aspek yang perlu ditelaah lebih lanjut di Museum KAA,
diantaranya: Ruang Pameran Tetap, perpustakaan, ruang audio visual dan
lain sebagainya. Ruang Pameran Tetap memamerkan koleksi berupa benda-
benda tiga dimensi dan foto-foto dokumenter peristiwa yang melatar
belakangi Konperensi Asia-Afrika, Pertemuan Tugu, Konperensi Kolombo,
Konperensi Bogor, Konperensi Asia-Afrika 1955, dan dampak Konperensi
Asia-Afrika bagi dunia internasional, serta profil negara-negara peserta
Konferensi Asia-Afrika yang dimuat dalam sarana multimedia.
Perpustakaan mengoleksi buku-buku sejarah, politik, sosial dan budaya
negara-negara Asia-Afrika; dokumen-dokumen mengenai Konferensi Asia-
Afrika, konferensi-konferensi pendahulu, KTT Asia-Afrika 2005, serta
majalah, surat kabar, dan 'Braille Corner' untuk para tunanetra. Ruang
Audiovisual menayangkan film-film dokumenter mengenai kondisi dunia
hingga tahun 1950-an, Konferensi Asia-Afrika, konferensi-konferensi
pendahulu, konferensi selanjutnya dan KTT Asia-Afrika tahun 2005. Selain
itu ditayangkan pula pemutaran dan diskusi film tematik secara berkala
mengenai kehidupan sosial budaya bangsa-bangsa Asia Afrika. []

Museum Fatahillah juga
memiliki beberapa fasilitas
bagi para pengunjung yaitu |
perpustakaan, kantin
museum, souvenir shop,
sinema fatahillah, musholla,
ruang pertemuan dan
pameran, serta taman
dalam. Pengunjung yang
mengunjungi museum ini
pun terlihat padat, apalagi
ketika musim libur tiba.
Banyak para pengunjung
dari mulai pelajar hingga
rombongan yang sengaja
datang ke museum ini untuk berlibur. Salah satu pengunjung yang kita temui
di Museum Fatahillah ialah Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman merupakan
salah satu pengunjung dari Bogor, Jawa Barat. [a datang bersama rombongan
pengajian untuk berkunjung. Dalam segi pelayanan Abdurrahman
menuturkan bahwa pelayanan yang di berikan sudah sangat memuaskan.
Ketika kita tanya, petugas langsung dengan detail menjawabnya,
tuturnya.Selain pengunjung rombongan, Museum Fatahillah juga sering
dikunjungi oleh pelajar yang ingin membuat tugas sekolahnya. Salah satunya
ialah Alfian Aldiansyah yang merupakan siswa Bintaro. la bersama rekannya
sengaja datang berkunjung untuk mengambil film tentang Museum
Fatahillah dari mulai sejarah hingga fasilitas yang ada. Ia mengangkat film
tentang Museum Fatahillah supaya anak muda dapat melihat museum bukan
hanya sekedar foto-foto saja. []

Mahasiswa I[P UMM mengeksplorasi Museum Fatahillah
Kota Tua Jakarta, Cagar Budaya dan Politik Pemerintahan RI

digunakan pada zaman penjajahan Belanda. . .
= P RIS Strengthenmg Effective Government
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Ekplorasi Sejarah Gedung Sate dan Politik
Pemerintahan Provinsi Jawa Barat

Rombongan IP UMM beserta Jajaran Staff Pemprov Jabar berpose
di depan Gedung Sate Kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat

Prodi IP UMM melakukan kunjungan ke Kantor Provinsi Jawa
Barat atau yang lebih dikenal dengan Gedung Sate yang berlokasi di
Bandung. Gedung sate ini memiliki sejarah pada zaman kolonial belanda
yang dengan sebutan Gouvernment Bedrijeven (GB) atau pusat instansi
pemerintahan. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1980 Gedung Sate
ini menjadi pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat setelah pindah

Kiprah dan Prestasi Mahasiswa

Prestasi akademik maupun organisasi merupakan
dua hal yang berbeda namun keduanya saling
melengkapi dan wajib dimiliki oleh mahasiswa. Hal
ini menjadi sangat penting mengingat mahasiswa
adalah iron stock, agent of change, social control dan
moral force sehingga 'mengenali' dan 'membentuk’
potensi menjadi sangat penting. Pada kesempatan
kali ini saya akan membagikan kiat-kiat yang saya
terapkan, namun perlu diingat bahwa posisi saya di
sini juga masih berada pada tahap belajar sehingga alangkah baiknya mari
kita belajar bersama.

Pada bidang akademik, langkah-langkah yang dapat dilakukan:

Pertama, pahami aturan main dan berikan yang terbaik. Bahasan
ini memang sangat teknis, namun perlu diketahui dan diterapkan. Kenali
berbagai macam karakter dosen dan tipe penugasan yang diberikan. Ini
adalah modal awal yang harus dikantongi agar mendapatkan ilmu dan nilai
yang baik. Perlu diingat bahwa ilmu, pengalaman dan nilai harus seimbang.
Disadari atau tidak, jangan sekali-kali meremehkan nilai karena akan
berdampak sistemik. Optimalkan seluruh potensi, berikan yang terbaik
maka hasil memang tidak akan mengkhianati proses. Setiap diri harus
memiliki target sebagai motivasi dan evaluasi sebagai proyeksi diri. Kedua,
Up-grade skill dan time management. Ternyata bukan hanya teknologi,
seperti HP atau komputer yang harus diup-grade, skill yang kita milikipun
harus ditingkatkan. Kata kuncinya adalah 'kemauan belajar', mau belajar
apapun baik hal administratif maupun relevansi potensi diri terhadap
kemajuan teknologi. Kemudian time management, sebagai mahasiswa
banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam satu waktu sehingga
kemampuan untuk mengelola waktu dan sumber daya menjadi sangat
penting. Hal ini juga berlaku dalam menyeimbangkan kepentingan
organisasi dan akade

mis. Ketiga, Bangun relasi yang harmonis. Dalam dunia kampus,
relasi terdekat adalah teman dan dosen. Harus pandai bergaul dengan teman
yang tepat, perkumpulan intelektual akan menstimulus progres potensi diri.
Kalaupun harus bergaul dengan teman-teman selain yang termaksud,
karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial maka harus pandai
membentengi diri dan jangan sampai ikut arus dalam keburukan.
Kemudian relasi kepada dosen adalah sebagai pintu sharing pengalaman

Dewi Miftahul Jannah
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KIAT SUKSES BERPRESTASI DAN BERORGANISASI

bertahap dari Gedung Kertamukti. Selanjutnya Gedung Sate ini lebih
dikenal dengan sebutan kantor Gubernur karena di tempat inilah Gubernur
dan Wakil Gubernur Jawa Barat dalam kesehariannya melakukan aktifitas.

Kunjungan ke Gedung Sate bertujuan untuk berdiskusi dengan
pejabat-pejabat pemerintahan di wilayah Provinsi Jawa Barat sekaligus
membidik kesiapan Jabar dalam menghadi Masyarakat Ekonomi Asean
(MEA). Adapun tema yang di usung oleh [P UMM sebagai tumpuan
diskusi dengan Pemprov Jabar adalah “Peran dan Kontribusi Strategis
Gubernur Jawa Barat di era MEA”. Rombongan [P UMM diterima oleh
Kepala Dinas Ketenagakerjaan PemProv Jabar. Dalam pemaparannya ia
menegaskan bahwa Malang dan Bandung mempunyai sedikit kemiripan
dalam bidang pariwisata, serta industry dan penanaman modal yang sangat
tinggi, sehingga segala kebijakan prioritas dalam menghadapi Masyarakat
Ekonomi Asean tidak jauh berbeda, yaitu memperkuat UMKM sebagai
pondasiutama dalam bersaing dengan Negara-negara ASEAN.

Selain itu, hadir pula sebagai Narasumber dari Dinas
Perindustrian dan Perdagangan dan memberikan penjelasan mengenai
sepak terjang Jabar dalam memangun industri yang berdaya saing tinggi
dan mampu berkopetisi di manca negara dengan memberdayakan
masyarakat di bidang pengembangan produk lokal andalan. Selain sepak
terjang kedua Dinas di atas, peluang baru bagi Pemprov Jabar untu menjadi
tuan rumah PON yang ke XIX dan PEPARNES XV 2016 di Jawab Barat.
Hal ini menjadi pintu utama bagi Pemprov Jawar untuk mengibarkan sayap
dengan memperkenalkan produk unggulan yang bermutu berbasi Local
Actions. Tentunya kesempatan itu tidak disia-siakan dan semaksimal
mungkin dimanfaatkan untuk Jabar go International. []

dan ilmu. Mahasiswa harus mengetahui kapan waktu untuk memikirkan masa
depan dengan berhijrah pada perkumpulan yang lebih kontributif bagi
pengembangan diri.

Pada wilayah organisasi, hal-hal yang dapat dilakukan adalah
sebagai berikut, Pertama, Ibda' Binafsi. Sebagai pemimpin, harus mulai dari
diri sendiri untuk melakukan suatu program dengan kata lain dapat menjadi
contoh untuk anggota lain. Kedua, Strong personality strong leader.
Pemimpin harus memiliki karakter yang kuat untuk menjadi pemimpin yang
kuat. Leader bukan bossy, menjadi pemimpin yang berjalan bersama dengan
anggota bukan hanya memerintah. Pendekatan emosional akan lebih ampuh
untuk membentuk rasa 'memiliki' pada organisasi dan rasa memiliki secara
organisatoris. Ketika Anda menjadi pemimpin, Anda juga harus memahami
posisi dan kebutuhan anggota Anda; begitupun ketika Anda sebagai anggota,
Anda harus setia selama arahan yang diberikan adalah baik. Ketiga,
Profesionalisme Kerja. Kepentingan organisasi akan lancar ketika masalah
egoisme sudah selesai dan tidak dibawa dalam organisasi. Merit system
memang harus diterapkan, namun sebagai organisatoris harus memiliki
kemampuan di berbagai bidang untuk menyelamatkan organisasi. Harus siap
menghadapi program baru, permasalahan yang tiba-tiba muncul. Maka
organisatoris memang dituntut cerdas dan memiliki kecakapan. Keempat,
Komunikasi yang intens. Sebaran informasi adalah hal terpenting dalam suatu
organisasi untuk menghindari kesalahpahaman secara internal. Kemudian
pada eksternal baik pada pihak kampus yaitu Jurusan, Fakultas, Universitas
maupun organisasi intra kampus, dan OMEK lain harus tetap dijaga. Terakhir,
Pahami prioritas program dan lakukan evaluasi. Memberikan keputusan
untuk maju dalam bentuk apapun lebih baik daripada stagnan di titik tertentu.
Program prioritas yang lebih berdampak harus dilaksanakan sesegera
mungkin. Evaluasi setiap program kerja sangat perlu dilakukan untuk bekal
program selanjutnya.

Jangan merasa puas tetapi harus tetap bersyukur. Lakukan yang
terbaik dan terus tingkatkan kemampuan diri. Jika sampai pada suatu kondisi
yang menyudutkan dan ingin lari percayalah bahwa ini bukan ambang batas
karena kondisi apapun pasti akan mampu dilewati, Tangan Allah ada
dimana-mana selama tugas kita adalah satu “taat”. Sukses: Suka Proses. []

* Demisioner Ketua Umum HMJ IP Periode 2013/2014, Aktivis HMI ISIP UMM,
Mahasiswi Terbaik I Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Wisuda Periode 11 UMM



Kesiapan Kota Malang Menuju Kota

Ramah HAM (Human Rights City)

Berbicara mengenai Hak Asasi Manusia  penjaminan dan perlindungan HAM bagi setiap warga negara tidak hanya
(HAM), stigma yang terbangun dalam pandangan  sebagai tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga memberi ruang bagi
kebanyakan masyarakat adalah mengenai pemerintah di tingkat daerah, ditambah lagi bahwasanya Indonesia sudah
permasalahan penegakkan hukum atau paling tidak ~ lama menganut prinisip otonomi daerah dalam penyelenggaraan
terkait dengan kasus-kasus tertentu yang sering  pemerintahannya.
terjadi di tengah masyarakat, seperti pedagang kaki Di Indonesia, setidaknya ada tiga daerah yang tengah berupaya untuk
lima (PKL) yang digusur paksa oleh pemerintah, = menjadikan konsep Kota Ramah HAM sebagai basis dalam penyelenggaraan
kaum penganut keyakinan minoritas yang tidak  pemerintahan daerah, Ketiga daerah itu yakni, Kabupaten Wonosobo, Kota
dapat beribadah dengan nyaman dan tenang disuatu ~ Palu, dan Kota Bandung. Ketiga daerah tersebut terus berupaya untuk
daerah, atau terkait dengan kasus-kasus merumuskan aturan daerah untuk menjamin pemajuan dan perlindungan
pelanggaran HAM berat di masa lalu yang tidak HAM di daerahnya. Kota Malang sebenarnya telah berupaya untuk
kunjung menemui penyelesaian hingga sekarang. = mengetengahkan HAM dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Terbukti
Namun demikian, bukan berarti kita baru membicarakan HAM ketika  dengan diberikannya predikat kepada Kota Malang sebagai Kota Peduli
adanya pelanggaran hak yang terjadi dalam masyarakat, atau ketika kita =~ HAM tahun 2014 atas penilaian yang merujuk pada Permenkumham No. 25
ingin memperingati dan sekaligus menuntut pemerintah untuk tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM. Namun, predikat
menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu. saja tentu sangat tidak cukup. Predikat tersebut harus secara nyata

Menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tentu ~ diwujudkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota
sangat penting dilakukan oleh negara sebagai wujud Malang, satu hal yang kemudian belum sepenuhnya dilakukan oleh
pertanggungjawabannya. Namun, menempatkan penegakkan HAM dalam  Pemerintah Kota Malang. Beberapa waktu belakangan ini, Kota Malang
kehidupan bermasyarakat sehari-hari juga tidak kalah penting dilakukan =~ memang tengah berupaya untuk mempercantik tampilan kota dan
sebagai upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan pelanggaran HAM  merevitalisasi ruang-ruang publik yang ada sehingga lebih terlihat lapang
di kemudian hari. HAM sejatinya merupakan bagian inheren dan tak  dannyaman, sebut saja alun-alun Kota Malang.
terpisahkan dari masyarakat itu sendiri. HAM seharusnya menjadi isu Namun, jika kita kontekskan dengan konsep Kota Ramah HAM,
sehari-hari di tengah masyarakat, karena HAM bukan saja mengenai  adanya perbaikan sarana dan prasarana publik atau adanya upaya untuk
penegakkan kasus pelanggaran yang telah banyak terjadi, tetapi HAM juga ~ memperindah kota, tentu sangat belum cukup untuk dapat dikatakan bahwa
mengenai pemenuhan pendidikan dan kesehatan yang layak bagi setiap =~ Kota Malang telah menerapkan Kota Ramah HAM. Kota Ramah HAM
warga negara, pelayanan publik yang efektif dan efisien serta merata bagi ~ merupakan kota atau komunitas yang terdiri dari mereka yang menginginkan
setiap elemen masyarakat, akses yang sama untuk menikmati fasilitas  kerangka kerja hak asasi manusia menjadi pengarah atau panduan dalam
dalam ruang publik, dan adanya jaminan kesejahteraan bagi kelompok-  pembangunan kehidupan dalam suatu lingkup masyarakat. Persamaan dan
kelompok rentan, seperti lansia dan disabilitas, serta anak dan perempuan. non diskriminasi merupakan nilai-nilai dasar. Sebuah kota yang kemudian

Gagasan Kota Ramah HAM muncul sebagai upaya menjadikan = memberikan jaminan adanya akses masyarakat dalam hal pangan, air bersih,
HAM sebagai nilai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan  perumahan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pekerjaan yang cukup
kehidupan masyarakat di tingkat daerah, dalam hal ini Kota atau  memenuhikebutuhan hidup,jaminanbagianak-anak, perempuan, lansia, dan
Kabupaten. Gagasan ini awalnya diperkenalkan oleh Gerakan Rakyat  warga disabilitas, sebagai sebuah realisasi hak asasi manusia bagi setiap
untuk Pendidikan HAM, sebuah organisasi Internasional nonprofit yang  warga negara tanpa terkecuali. Dengan demikian, sangat diperlukan adanya
bergerak di bidang pelayanan pada tahun 1997. Konsep ini dikembangkan  komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kota Malang untuk menjadikan HAM
lebih lanjut, terutama sebagai sebuah konsep normatif, oleh Forum Kota  sebagai basis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kemudian
Hak Asasi Manusia Dunia (World Human Rights Cities Forum) yang  dapat terlembagakan dalam sebuah aturan daerah. Sehingga, bukan hanya
berlangsung setiap tahun di Kota Gwangju (Republik Korea). Forum ini  aspek pembangunan yang diperhatikan, tetapi aspek pemenuhan kebutuhan
pada tanggal 17 Mei 2014 telah melahirkan prinsip-prinsip bagi suatu  dasar masyarakat juga dapat lebih dikedepankan sebagai sebuah penjaminan
daerah untuk menerapkan Kota HAM. Adanya gagasan ini, menempatkan ~ HAM oleh negara di tingkat daerah. []
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